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research are: to examine the Islamic legal perspective on the
Keywords:  Heir, Islamic Law, continuation of a lawsuit when the plaintiff dies during the judicial
Law,suit, posiﬁve'LaW’ process, and to identify the legal implications for the plaintiff’s heir in

Plaintiff continuing or terminating the lawsuit according to both Islamic and
positive law. This research employs a descriptive qualitative approach
Kata kunci:  Ahli Waris, Gugatan, using library research as the primary data collection method. The

Hukum Islam, Hukum approaches used are normative and comparative, with data analyzed
Positif, Penggugat qualitatively through a deductive method. The discussion is based on
primary sources such as classical Islamic jurisprudence (figh), the
Qur'an, Hadith, and ijma;, as well as Indonesian positive law,
particularly the Civil Code (KUHPerdata) and Supreme Court

Copyright: 2025, Muhammad jurisprudence. The findings indicate that, in Islamic law, the right to
Zadly, Rustam Koly, file a lawsuit related to proprietary matters (al-huqaq al-maliyah) may
Muhammad Fachmi be inherited and pursued by the heir, whereas personal rights such as

talaqg and qisas cannot be inherited. In Indonesian positive law,
Articles 833 and 1100 of the Civil Code stipulate that the rights and
obligations of the deceased are transferred to their heir, subject to the
procedural requirement of party substitution before the court. As an
implication, this research is expected to contribute to the development
of Islamic and positive legal studies by promoting legal certainty,
safeguarding inheritance rights, and ensuring that legal disputes

Abstrak

Penelitian ini membahas dan membandingkan kelanjutan gugatan
apabila penggugat meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan
perspektif hukum Islam dan hukum positif. Tujuan dari penelitian
adalah; Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap
kelanjutan gugatan jika penggugat meninggal dunia di tengah proses
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peradilan, Untuk mengetahui apa saja implikasi hukum terhadap ahli
waris penggugat dalam melanjutkan atau menghetikan proses
gugatan menurut perspektif hukum islam dan hukum positif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
metode studi kepustakaan (library research) sebagai teknik utama
dalam pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan adalah
normatif dan dan komparatif, dengan analisis data yang dilakukan
secara kualitatfif melalui metode deduktif. Pembahasan ini merujuk
pada sumber sumber-sumber primer berupa klasik islam figih, Al-
Qur’an, hadis, dan ijmak dan hukum positif indonesia khususnya KUH
Perdata, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini
menunjukkan hak untuk menggugat atas perkara kebendaan al-
huqiq al-maliyah dapat diwariskan dan diteruskan oleh ahli waris,
sementara hak bersifat pribadi seperti talak dan gishash tidak dapat
diwariskan. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 833 dan 1100
KUHPerdata menetapkan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih
kepada ahli waris, dengan syarat prosedur penggantian pihak
diajukan ke pengadilan. Sebagai implikasi, penelitian ini diharapkan
berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan
hukum positif dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak
waris, serta memastikan penyelesaian sengketa tetap berlanjut secara
adil meskipun salah satu pihak wafat.
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PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup bermasyarakat. Hal
ini menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan antara satu
sama lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki
hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sebab itu,
memerlukan suatu tatanan yang menjadi aturan dalam menjalani aktivitas kehidupan
untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat
dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat warga
negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut.
Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang
berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.!

Pergesekan-pergesekan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sangat
mungkin terjadi dalam hubungan bermasyarakat. Pergesekan tersebut biasanya
berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Untuk itu,
diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan
menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan
menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini
diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting).?

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan.
Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum

!Bambang Sugeng dan Sujayadi, Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata
(Surabaya: Kencana, 2009), h. 1.
2Bambang Sugeng dan Sujayadi, Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata, h. 3.
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dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang
berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapa dengan
cara memberikan putusan yang bersifat mengikat.> Hal ini sejalan dengan konsep
keadilan yang disebutkan dalam syariat Islam yang menempatkan keadilan sebagai salah
satu nilai fundamental yang menjadi pilar utama dalam kehidupan individu, masyarakat,
dan negara. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi
juga menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan aturan Allah Swt. Begitupun
Allah Swt. memerintahkan para hamba-Nya untuk menegakkan keadilan tanpa
memandang latar belakang, status sosial, atau hubungan personal, sebagaimana yang
difirmankan Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 90.
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Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

dapat mengambil pelajaran.®

Sistem peradilan terdapat keutamaan yang agung bagi siapa saja yang mampu
menunaikannya dengan baik, serta menegakkan kebenaran di dalamnya. Oleh karena
itu, Allah Swt. memberikan pahala meskipun seorang hakim melakukan kesalahan dalam
ijtihadnya, dan Allah Swt. menggugurkan dosa atas kesalahan tersebut. Hal ini karena
dalam peradilan terdapat amar makruf (perintah kepada kebaikan), pembelaan
terhadap orang yang terzalimi, penunaian hak kepada yang berhak, pengembalian
kezaliman dari pelakunya, mendamaikan antara manusia, dan membebaskan sebagian
mereka dari (kezaliman) sebagian yang lain. Ini semua termasuk dalam bentuk ibadah
dan pendekatan diri kepada Allah Swt.®

Gugatan merupakan instrumen hukum dalam proses penyelesaian sengketa yang
digunakan untuk menuntut hak secara formal di hadapan pengadilan. Dalam konteks
hukum perdata, gugatan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain
yang diduga telah melanggar haknya, dengan tujuan memperoleh keadilan dan
kepastian hukum melalui putusan hakim.” Namun dalam praktiknya, tidak sedikit terjadi
keadaan di mana pihak penggugat meninggal dunia sebelum perkara diputus secara
inkrah. Situasi ini menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam,
terutama berkaitan dengan status kelanjutan gugatan tersebut, siapa yang berwenang
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3Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006),
h. 5.

“Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kementrian
Agama Republik Indonesia, 2019), h. 386.

>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 386.

5Abd Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, Al-Mugnf, Juz
10, cet. lll (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 6.

’Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, ed. Revisi (Yogyakarta: Liberty, 1993),
h. 35.
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melanjutkannya, dan bagaimana sistem hukum merespons wafatnya salah satu pihak
yang berperkara.

Hukum acara perdata positif di Indonesia telah mendapat pengaturan. Pasal 83
RBg (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) misalnya, mengatur bahwa dalam
hal salah satu pihak dalam perkara gugur atau meninggal dunia, maka pemeriksaan
perkara dapat ditangguhkan dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan catatan
bahwa objek gugatan adalah hak yang dapat diwariskan.® Namun demikian, dalam
perspektif hukum Islam, permasalahan tersebut tidak serta merta dijawab dengan
norma formal, tetapi didekati dari prinsip-prinsip maqasid al-Syari‘ah, keadilan, dan hak
waris. Maka perlu ditinjau lebih lanjut. Apakah gugatan otomatis gugur karena
penggugat telah tiada? Apakah ahli waris sah mewakili pihak penggugat dalam
menyelesaikan sengketa tersebut menurut syariat?

Secara teoritis, para fukaha telah membahas tentang jenis-jenis hak yang bisa
diwariskan al-huqiq al-muta‘alliqah bi al-mal (hak-hak yang berkaitan dengan harta)
dan hak yang tidak diwariskan yaitu al-huqiq al-shakhsiyyah (hak-hak yang bersifat
individu). Jika gugatan terkait dengan harta, maka mayoritas ulama menyatakan bahwa
ahli waris berhak melanjutkan gugatan tersebut karena berkaitan dengan hak milik.° Hal
ini didasarkan pada prinsip bahwa warisan adalah kelanjutan dari hak yang dimiliki oleh
pewaris semasa hidupnya.l® Namun jika gugatan menyangkut perkara pribadi yang tidak
dapat diwariskan, seperti permohonan maaf atau tuntutan yang sangat bersifat
individual, maka gugatan tersebut dapat dianggap gugur dengan wafatnya penggugat.

Di antara kaidah fikih yang dapat menjadi pijakan adalah 3}}3;‘ ’cw éJ\};-gj‘

(Warisan mengikuti hak-hak yang melekat pada harta yang ditinggalkan). Kaidah ini
menguatkan bahwa hak atas harta, termasuk hak menggugat untuk mendapatkannya,
dapat diwariskan dan karenanya tetap bisa dilanjutkan oleh ahli waris. Namun demikian,
kajian hukum Islam terhadap kasus ini masih minim dibahas secara sistematis dalam
konteks kekinian, padahal kasus gugatan yang belum selesai dan ditinggal wafat
penggugat sangat mungkin terjadi dalam praktik peradilan agama, misalnya dalam
perkara waris, hibah, atau sengketa harta bersama. Oleh karena itu, penulis merasa
penting untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul “Status Gugatan bagi
Penggugat yang Telah Tiada Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

Berdasarkan pada penjelasan di bagian latar belakang, tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kelanjutan gugatan jika
penggugat meninggal dunia di tengah proses peradilan; untuk mengetahui apa saja
implikasi hukum terhadap ahli waris penggugat dalam melanjutkan atau menghentikan
proses gugatan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.Jenis penelitian ini
termasuk jenis penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang bertujuan
untuk mengumpulkan data-data informasi, dengan berbagai macam materi yang

8R. Soeroso, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 125.

*Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 10, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 454,

Abdulkarim Zaydan, Al-Madkhal li Dirdsat al-Syari‘ah al-Islamiyyah, Juz 2, (Beirut: Mu’assasah
al-Risalah, 2000), h. 289.
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terdapat di ruang perpustakaan.!! Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan
norma-norma dalam hukum Islam yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan
yang menjadi pokok pembahasan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif,
penelitian yang didasari dengan cara mencari dan menelaah bahan pustaka sebagai
bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti.’> Melalui pendekatan ini, peniliti dapat
mengupayakan untuk mengambil serta mengumpulkan data-data dan dalil-dalil yang
dapat membantu dalam penelitian, yaitu Al-Qur’an, hadis, dan kitab-kitab para ulama
dan peraturan perundang-undangan, dan yurispudensi, dengan menggunakan teknik
analisis kualitatif normatif (deduktif-induktif).

Topik ini masih minim diteliti, namum peneliti menemukan beberapa studi
relevan melalui kajian literatur ilmiah, di antaranya:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Haryadi Sutanto dan Tan Henny Tanuwidjaja
dengan judul Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang Diduga
Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir).!® Artikel ini membahas tentang bagaimana
hukum mengatur ahli waris terhadap harta warisan milik seseorang yang keberadaannya
tidak diketahui (hilang) dan diduga telah meninggal dunia, meskipun belum ada
kepastian hukum atau bukti formal. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif,
keadaan ini tersebut sebagai mafqid (orang hilang). Adapun penelitian ini di dalamnya
membahas tentang seorang yang telah mengajukan gugatan tetapi meninggal dunia
sebelum perkara selesai.

Kedua, artikel yang ditulis oleh | Kadek Agus Widiastika Adiputra, dkk. dengan
judul Putusan Sela Perkara Penggugat Asal Meninggal Dunia.'* Artikel ini membahas
tentang implikasi hukum acara jika penggugat asal meninggal dunia saat proses
persidangan berlangsung serta putusan sela sebagai langkah pengadilan dalam
menunda, menghentikan, atau melanjutkan perkara. Adapun penelitian ini di dalamnya
fokus membahas hukum Islam terkait status gugatan bagi penggugat yang telah
meninggal dunia.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Saadal Jannah, dkk. dengan judul Gugatan Ahli
Waris atas Harta Hibah Perspektif Hukum Islam.®® Artikel ini menggugat harta yang telah
dihibahkan, yang mengacu pada aturan fikih mengenai hibah, ahli waris, dan batas-batas
pemberian hibah menurut hukum islam. Adapun dalam penelitian ini membahasa status
gugatan bagi penggugat yang telah meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diungkapkan bahwa belum
adanya hasil kajian tentang konsep status gugatan bagi penggugat yang telah tiada

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, cet. V (Bandung: Mandar Maju, 1986),
h. 29.

1250ejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,
cet. lll (Jakarta: Rajawi Press, 1990), h. 13-14.

13sytanto, Haryadi, dan Tan Henny Tanuwidjaja. “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan
Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)”, Perspektif 22, no. 3 (2017): h. 231-237.

Y¥adiputra, 1. Kadek Agus Widiastika, dkk., "Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal
Meninggal Dunia." Jurnal Preferensi Hukum, no. 2.3 (2021). h. 588-593.

15Saadal Jannah, dkk., “Gugatan Ahli Waris Atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam.” Bustanul
Fugaha 8, no.3 (2022). h. 297-307
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perspektif hukum Islam. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan melalui kajian komparatif
antara hukum Islam dan hukum positif mengenai keberlanjutan gugatan ketika
penggugat meninggal dunia, dengan fokus pada aspek pewarisan hak menggugat,
pembeda antara hak kebendaan dan hak pribadi, serta dampaknya terhadap kedudukan
ahli waris sebagai pengganti pihak.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Status Gugatan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Sesungguhnya gugatan (al-Da‘wa) merupakan sarana utama untuk meraih hak
yang disengketakan atau yang telah dilanggar. la adalah sarana pokok dalam membela
diri, menjaga harta benda, serta melindungi kehormatan dari penyerangan dan bahaya
yang mungkin terjadi. Islam telah menetapkan hak kepemilikan bagi manusia, lalu
menjelaskan jalan untuk memperoleh hak tersebut, yaitu dengan mengajukan gugatan
ke pengadilan (peradilan syar'i).%®

Gugatan (6}2:&) secara bahasa berarti: permintaan atau tuntutan. Dikatakan:
“idda‘a asy-syay’a (s¢ 2| L5/@31) jika seseorang meminta sesuatu untuk dirinya dan

mengklaim bahwa itu miliknya.” Bentuk jamak dari sz}«jj (gugatan) adalah (s9le3

dengan membacanya kasrah (i) pada huruf waw (da’awi) atau fathah (a) (da’awa).®
Disebutkan dalam kitab al-Muttali’, ad-da‘wa adalah permintaan terhadap sesuatu
dengan mengklaim kepemilikannya.’® Dinamakan da‘wa (gugatan) karena sang
penggugat memanggil (menyeru) lawannya ke majelis pengadilan agar keluar
(menyangkal atau mengakui) dari gugatan yang diajukannya.?°

Status gugatan yang dimaksud di sini mengacu pada posisi hukum atau legalitas
dari suatu gugatan, termasuk apakah gugatan tersebut dapat diterima oleh pengadilan
sesuai dengan syarat-syarat yang diatur atau ditolak. Adapun menurut istilah, gugatan

(sz}—jﬂ) adalah suatu pernyataan yang diterima oleh hakim, yang dimaksudkan untuk

menuntut suatu hak dari pihak lain, atau untuk menolak tuntutan lawan atas hak
miliknya sendiri.!
Dalil-dalil yang dijadikan dasar pensyariatan gugatan dalam Islam adalah sebagai
berikut:
1. Q.S. al-Nisa/5: 58.

16‘Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Msa, Al-Figh al-Muyassar, cet. | (Riyad: Madar al-Watan li al-Nasyr, 1432 H / 2011 M), h. 92.

7lbrahim Mustafa, dkk., Al-Mu‘jam al-Wasit (Kairo: Dar al-Da‘wabh, t.th.), h. 286.

Muhammad Murtada al-Husayni al-Zabidi, Tdj al-‘Aris min Jawahir al-Qamaso, Juz 3, (Kuwait:
al-Majlis al-WatanT li al-Tagafah wa al-Funiin wa al-Adab, 1385-1422 H/1965-2001 M), h. 52.

13‘Abdulkarim bin Muhammad al-Lahim, Al-Muttali‘ ‘ald Daqa’iq Zad al-Mustagni‘: Figh al-Qada’
wa al-Syahadat, cet. | (Riyad: Dar Kuntz Isybiliyya li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1433 H/2012 M), h. 403.

2°Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Al-Mugni al-Muhtdj ila Ma ‘rifat Ma ‘Gni al-faz
al-Minhdj, Juz 6, cet. | (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 1415 H/1994 M), h. 461.

2!Muhammad bin ‘Ali al-Haskafi, Al-Durr al-Mukhtdr Syarh Tanwir al-Absdr wa Jami‘ al-Bihar,
cet. | (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 1423 H/2002 M), h. 541.
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Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah
kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling
baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.??

2. Hadis Nabi saw.
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Artinya:
Dari Algamah bin Wail, dari bapaknya, dia berkata: "Seorang laki-laki dari
Hadramaut dan seorang laki-laki dari Kindah mendatangi Nabi saw., lalu orang
Hadramaut itu berkata: 'Ya Rasulallah, sesungguhnya orang ini telah
mengalahkanku atas tanah milikku yang dahulu milik bapakku.' Maka orang Kindi
pun berkata: 'ltu adalah tanahku yang berada dalam genggamanku, dan aku
telah menanaminya, maka dia tidak memiliki hak atasnya.' Rastlullah saw.
kemudian bertanya kepada orang Hadrami tersebut: 'Apakah kamu memiliki
bukti?' Dia menjawab: tidak. Beliau bersabda: 'Kamu mendapatkan sumpahnya
(rivalnya).' Lelaki dari Hadramaut itu pun berkata: 'Ya Rasulallah, sesungguhnya
seorang laki-laki durhaka tidak akan mengindahkan atas sesuatu yang dia
sumpahi, dia tidak akan takut terhadap sesuatu pun.' Maka Beliau bersabda:
'Kamu tidak mendapatkan darinya kecuali sumpahnya itu.' Ketika laki-laki dari
Kindah itu akan bersumpah, Rasulullah saw. bersabda: 'Maka diapun bersumpah
untuk menguasai hartanya dengan zalim, maka ketika dia berpaling Allah dalam
keadaan murka kepadanya. (H.R. Muslim).
Lalu Allah Swt. menurunkan ayat sebagai pembenaran atas hal itu, lalu dia
membaca ayat ini.

-
gZ-h\ E?

22Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 125.
BAba al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysabari, Al-Jami‘ al-Sahih (Sahih Muslim)
(Turkiya: Dar al-Tiba‘ah al-‘Amirah, 1334 H), h. 123.
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Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-

sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di

akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka

pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang
pedih.?

Kedua dalil di atas secara jelas menunjukkan bahwa pengajuan gugatan kepada
peradilan di hadapan Rasulullah saw. terjadi dalam perkara sengketa dan pertikaian.
Rasulullah saw. mendengarkan gugatan dan jawaban dari masing-masing pihak,
kemudian beliau memeriksa perkara tersebut, lalu meminta bukti dari pihak penggugat.
Karena penggugat tidak memiliki bukti, maka beliau meminta sumpah dari pihak
tergugat. Tindakan Rasulullah saw. ini merupakan bentuk pensyariatan bagi umat
Islam.?®

3. Adapun jjma‘“ (kesepakatan ulama). Telah disebutkan oleh lbnul Mundzir bahwa
para ulama telah sepakat bahwa beban pembuktian (bukti) ada di pihak penggugat,
dan sumpah berada di pihak tergugat.?®

Sesungguhnya, penggugat dan tergugat adalah dua pihak yang bersengketa
dalam suatu gugatan. Kadang kala posisi gugatan bisa berbalik, sehingga penggugat
menjadi tergugat. Karena pada masing-masing dari keduanya terdapat tanggung jawab
dan kewajiban, maka penting untuk membedakan antara keduanya, dan mengetahui
siapa yang menjadi penggugat dan siapa yang menjadi tergugat.?’

Status Gugatan dalam Hukum Islam

Status gugatan dalam hukum Islam merupakan sarana penting untuk menuntut
dan menjaga hak serta menyelesaikan konflik. Gugatan dinilai sah apabila sesuai dengan
ketentuan syariat. Jika penggugat meninggal dunia, gugatan tersebut tetap bisa
dilanjutkan oleh ahli warisnya, selama perkara yang disengketakan berkaitan dengan
hak-hak bersifat materil. Dengan demikian, kematian penggugat tidak serta-merta
membatalkan gugatan, asalkan proses penggantian pihak oleh ahli waris dilakukan
sesuai aturan yang berlaku.

Demikian pula seorang ulama yang memberikan fatwa, ketika ia memutuskan
suatu hukum, berarti ia telah menetapkan suatu keputusan hukum, membedakan antara
halal dan haram, wajib dan sunah, serta antara yang sah dan yang batal. Maka semua

2*Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 79.

25Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Mdsa, Al-Figh al-Muyassar, Juz 13, h. 94.

26Muhammad bin lbrahim bin al-Mundhir al-Naysabari, Al-ljma, cet. | (Riyad: Dar al-Muslim li
al-Nasyr wa al-Tawz1', 1425 H/2004 M), h. 86.

2’Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Msa, Al-Figh al-Muyassar, Juz 13, h. 95.
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hal tersebut merupakan amanah yang harus ditunaikan, dan putusan hukum yang harus
ditegakkan dengan adil.?®

Pandangan para fukaha (ahli fikih), redaksi gugatan dalam proses peradilan harus
memenuhi beberapa syarat tertentu agar dianggap sah dan dapat diterima oleh hakim.
Di antara syarat tersebut adalah bahwa dalam redaksi gugatan harus dinyatakan secara
eksplisit bahwa penggugat sedang menuntut hak atas sesuatu dari pihak tergugat. Selain
itu, penggugat juga harus memohon kepada hakim untuk menghadirkan tergugat ke
hadapan sidang, serta meminta agar hakim mewajibkan tergugat memberikan
tanggapan berupa bantahan atau pengakuan terhadap gugatan tersebut. Redaksi yang
disusun pun tidak boleh bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang pernah
disampaikan sebelumnya oleh penggugat.?®

Lebih lanjut, menurut mazhab Hanafiyah, gugatan tersebut harus disampaikan
langsung oleh penggugat sendiri dan tidak boleh diwakilkan kepada kuasa hukum,
kecuali jika pihak tergugat menyetujui adanya perwakilan tersebut.® Adapun syarat-

syarat penting dalam gugatan (gsgfchT) terbagi menjadi empat bagian, yaitu:
a) Syarat-syarat pada pihak penggugat (gf«j.ij‘\’)

b) Syarat-syarat pada pihak tergugat (4 gs/"iij“’)

) Syarat-syarat pada objek gugatan (& £ 34J)

d) Syarat-syarat pada bentuk atau redaksi gugatan ()“:\;.3-;25\).31
e) Seluruh syarat ini dirinci sebagaimana berikut:

a. Kecakapan (i.f‘hiﬁ\), yang dimaksud di sini adalah kecakapan bertindak hukum ( iflﬁ

5\33“). Maka disyaratkan bagi penggugat (inif\') dan tergugat (5\213 L;Gj»if\’) agar

keduanya memiliki kecakapan untuk mengajukan gugatan, memberikan jawaban
atasnya, serta menjalankan prosedur hukum terkait gugatan tersebut yaitu harus
sudah baligh dan berakal sehat.3? Oleh karena itu, gugatan tidak sah diajukan oleh
anak kecil atau orang gila, dan tidak sah pula mengajukan gugatan terhadap
mereka.

28Ab( ‘Abdulldh Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, Al-Jami‘li-Ahkam al-Qur’an, Juz 20,
cet. Il (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H), h. 285.

2%7ayn al-Din lbn Ibrahim Ibn Muhammad lbn Nujaym al-Misri, Al-Bahr al-Rdiq Syarh Kanz
al-Daqaiq, Juz 8, cet. Il (t.t.p: t.p., t.th), h. 191.

30Muhammad bin Ibrahim bin ‘Abdullah al-Tuwayjiri, Mawsi ‘at al-Figh al-Islam, Juz 5, cet. | (Bayt
al-Afkar al-Duwaliyyah, 1430 H/2009 M), h. 227.

31A13° al-Din Abi Bakr bin Mas‘Gd al-Kasani al-Hanafi, Bada’i* al-Sand’i fi Tartib al-Syara’T, Juz 8,
cet. | (t.t.p.: t.p., 1327-1328 H), h. 222-223.

32pbdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Masa, Al-Figh al-Muyassar, h. 97.
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b. Status (3-;*5“/45\), Disyaratkan bagi setiap penggugat (Jff\-if\,) dan tergugat ( uﬁ«iﬁ‘\'

5\5;1-3) agar memiliki status atau kedudukan yang sah dalam perkara. Yakni, harus

memiliki kepentingan, hubungan, dan keterkaitan langsung dengan perkara yang
menjadi objek gugatan. Syariat juga harus mengakui status tersebut, yaitu:

1) Penggugat diberi wewenang oleh syariat untuk mengajukan tuntutan dan menuntut
hak, baik atas nama pribadinya, atas nama orang lain dengan izin atau kuasa, seperti
dalam kasus perwakilan (wakalah).

2) Tergugat harus merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perkara dan objek

gugatan (5\-; 633-’4-5‘\'), sehingga jika ia mengakui tuntutan tersebut, maka hakim dapat

mewajibkannya untuk melaksanakan, menyerahkan, atau memenuhi tuntutan itu
berdasarkan pengakuannya.
Contohnya:

a) Orangyang berutang (Z,g;LUT) dalam perkara utang-piutang.

b) Terdakwa dalam perkara pidana.
c¢) Orangyang menguasai suatu barang dalam perkara sengketa barang.
d) Salah satu pihak dalam akad/perjanjian yang disengketakan.33

c. Kehadiran (j}f’a-;eﬁ):

Ulama dari mazhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa gugatan harus ditujukan
kepada pihak lawan yang hadir (ada di tempat). Maka:
1) Gugatan tidak diterima terhadap pihak yang tidak hadir (gaib).
2) Bukti dan dalil pun tidak boleh diproses selama tergugat tidak hadir.
3) Putusan hukum tidak boleh dikeluarkan kecuali setelah tergugat menghadiri sidang.3*
Namun, mayoritas ulama (jumhdr al-fugaha’) berpendapat boleh mengajukan
gugatan terhadap pihak yang tidak hadir, dan boleh diputuskan perkara atasnya (dalam
kondisi tertentu).3®

d. Keabsahan (Keberlakuan Syariat) atas Objek Gugatan (‘u; U./cf\ﬁ\ if-f«jj:ié):

Disyaratkan bahwa objek yang digugat (a/-Mudda‘G bihi) harus sesuai syar‘i
(diakui secara syariat), artinya:
1) Harus merupakan sesuatu yang boleh secara syar‘i, yakni mengandung kemaslahatan
bagi penggugat (al-Mudda‘T)
2) Kemaslahatan tersebut dijaga oleh hukum (dilindungi oleh pengadilan).
Karena pengadilan bertugas untuk menjaga hak-hak yang telah ditetapkan oleh
syariat, serta melindungi dan membela dari setiap bentuk pelanggaran terhadapnya.

3Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Masa, Al-Figh al-Muyassar, h. 98.

34Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Musa, Al-Figh al-Muyassar, h. 98.

35A13° al-Din Aba Bakr bin Mas‘Gd al-Kasani al-Hanafi, Bada’i* al-Sana’i ff Tartib al-Syard’i, Juz 7, h.
222.
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Objek-objek semacam itu disebut sebagai hak-hak yang memiliki nilai hukum (judicially
cognizable rights / :5Lad)l GzeY) &3 é\i.;iﬁ\),%

Adapun jika objek gugatan (al-Mudda‘a bihi) tidak diakui oleh syariat, seperti:
khamar (minuman keras), harta riba, uang hasil perjudian, atau konsekuensi dari
transaksi yang fasid (rusak) atau batil (tidak sah), maka tidak dilindungi oleh syariat, dan
gugatan atas hal-hal tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. Demikian pula,
terhadap hak-hak yang memang diakui oleh syariat, tetapi syariat tidak mewajibkan
manusia untuk menunaikannya secara hukum di dunia, melainkan menjadikan
balasannya di akhirat, maka tidak bisa diajukan gugatan atasnya terhadap orang lain.

Contohnya seperti; menolak memberikan pinjaman (gardh), tidak membantu
tetangga, tidak berbuat baik kepada sesama, tidak menerima permintaan sebagai wakil,
tidak mau menyumbangkan harta, atau tidak menjalin silaturahmi dengan kerabat.

Hal-hal seperti ini merupakan kewajiban yang dituntut secara moral dan agama
dianan, dan merupakan urusan antara seseorang dengan Allah swt. bukan urusan yang
dapat dipaksa oleh hukum melalui pengadilan.?’

e. Kejelasan (al-Ma‘ldmiyyah):

Disyaratkan bahwa objek gugatan (a/l-Mudda‘a bihi) harus diketahui secara jelas,

yaitu dengan membedakannya dari selainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan:

1) Menunjukkannya secara langsung, seperti: “mobil ini”.

2) Menjelaskan batas-batasnya, seperti pada tanah atau bangunan (properti). Adapun
hadis yang terkait dengan kejelasan hak atas suatu objek.
Hadis nabi saw.

NECE S PN S N SMIPICENE RO TP (R R
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Artinya: Rasulullah saw. bersabda:

“Barang siapa mengambil sesuatu dari tanah (milik orang lain) tanpa haknya,

maka ia akan ditenggelamkan dengannya pada Hari Kiamat hingga ke tujuh lapis

bumi.”(H.R. Bukhori).
3) Menyebutkan sifat-sifatnya, seperti jenis, macam, karakteristik, dan ukurannya.

Tingkat kejelasan ini berbeda-beda tergantung jenis objek gugatan, apakah
berupa tanah atau properti (real estate), barang bergerak (movable goods), uang, atau
barang tertentu (a‘yan). Tujuannya adalah agar objek gugatan terdefinisi secara pasti
dalam perkara, sehingga proses gugatan, pembuktian, persengketaan, putusan hakim,
dan pelaksanaan hukum dapat terlaksana dengan benar. Karena manfaat dari gugatan
adalah agar ada putusan hukum dan kewajiban untuk melaksanakannya, maka hal itu
tidak dapat diwujudkan jika objek gugatan tidak diketahui atau tidak jelas. Namun,

36Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Mdsa, Al-Figh al-Muyassar, h. 98.

3Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Masa, Al-Figh al-Muyassar, h. 98-99.

38Muhammad ibn Isma‘“il al-Bukhari, Sahih al-Bukharf, Juz 7, cet. V (Dimashq: Dar Ibn Kathir wa
Dar al-Yamamah, 1414 H/1993 M), h. 1167.
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terdapat beberapa pengecualian terhadap syarat ini, yaitu gugatan tetap diterima
meskipun objeknya belum jelas atau tidak terukur, seperti pada kasus pengakuan (igrar)
dan wasiat. Begitu pula diperbolehkan menggugat sesuatu yang tidak diketahui secara
pasti, jika objek gugatan memerlukan penilaian atau taksiran dari hakim, seperti gugatan
ganti rugi atas kerusakan (it/df), tanggung jawab jaminan (daman), tuntutan nafkah, dan
sejenisnya.>®

f.  Objek gugatan harus sesuatu yang masuk akal kemungkinan keberadaannya secara

logis atau berdasarkan kebiasaan:

Artinya, gugatan tidak diterima jika bertentangan dengan akal sehat atau
kebiasaan umum. Misalnya:

1) Seseorang mengaku sebagai anak dari orang yang tidak mungkin secara akal atau
kebiasaan memiliki anak seperti dia, baik dari sisi umur, kondisi biologis, atau status
sosial.

2) Seorang fakir miskin menggugat seorang kaya dengan mengatakan bahwa dia telah
meminjaminya uang dalam jumlah besar, padahal orang miskin tersebut tidak dikenal
memiliki harta sebesar itu, sehingga tidak lazim menurut kebiasaan.

Jadi, syarat ini bertujuan menjaga agar gugatan tetap masuk akal dan wajar secara
realitas sosial dan akal sehat, serta mencegah gugatan palsu atau rekayasa yang tidak
didukung logika dan kebiasaan umum.4°

g. Sidang Pengadilan (Majlis Qada’):

Disyaratkan bahwa gugatan harus diajukan dalam majelis pengadilan, yaitu
tempat di mana sang hakim biasa duduk untuk mengadili perkara. Oleh karena itu,
banyak ulama fikih yang menyebut majelis pengadilan ini dalam definisi gugatan itu
sendiri. Sebab, tujuan utama dari gugatan adalah menyelesaikan sengketa dan
memperoleh putusan dari hakim, agar pihak yang kalah dapat dipaksa melaksanakan
putusan tersebut. Hal ini tidak bisa terwujud kecuali jika gugatan diajukan di hadapan
hakim, agar ia dapat mendengarkan keterangan kedua belah pihak, meminta bukti dan
argumen, lalu mengeluarkan putusan berdasarkan hal tersebut. Berbeda halnya dengan
fatwa atau pendapat hukum yang tidak mengikat, yang tetap sah dan bisa diberikan di
tempat mana pun, tanpa harus dalam majelis resmi.*

h. Kepastian (al-Jazm):

Disyaratkan dalam redaksi gugatan agar menggunakan ungkapan yang pasti
(tegas), yang menunjukkan adanya keinginan kuat dari penggugat terhadap apa yang ia
gugat, serta menisbatkan (mengaitkan) tuntutannya itu kepada dirinya secara tegas.
Adapun jika ia berkata: “Saya ragu” atau “Saya kira/duga”, maka gugatannya tidak
diterima. Begitu pula jika ia mengatakan: “Itu milik si Fulan” tanpa menisbatkannya
kepada dirinya sendiri, maka gugatannya juga tidak dapat diterima.*

39Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Mdsa, Al-Figh al-Muyassar, h. 99.

49Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdulldh ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Mdsa, Al-Figh al-Muyassar, h. 99.

4“IAbdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Msa, Al-Figh al-Muyassar, h. 100.

22pabdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Msa, Al-Figh al-Muyassar, h. 100.
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Unsur-Unsur Status Gugatan bagi Penggugat yang Telah Tiada

Gugatan yang sah adalah yang memiliki konsekuensi hukum, yaitu kehadiran
tergugat di hadapan hakim, keharusan menjawab, dan bersumpah bila ia mengingkari.
Gugatan semacam ini bisa dibuktikan dengan bukti-bukti (bayyinah). Adapun contoh
gugatan yang sah yaitu “Tanah ini milik saya ayah saya mewariskannya kepada saya”.
Sedangkan gugatan yang rusak adalah gugatan yang tidak memiliki konsekuensi hukum
dan mengandung unsur hukum yang tidak jelas. Adapun contoh gugatan yang tidak sah
yaitu “Saya menyangka tanah ini milik saya.” 43

Semua bentuk kepemilikan dan semua jenis penggugat itu setara, baik ia adalah
orang merdeka atau budak, muslim atau (dhimmi), (musta’man) (non-muslim yang
mendapat perlindungan sementara) atau murtad, karena hakim diperintahkan untuk
berlaku adil dan memberikan keadilan kepada setiap orang.** Kepemilikan para ahli
waris didasarkan pada kepemilikan pewaris, karena warisan adalah pengganti, dan tidak
ada tanggal dalam kepemilikan pewaris.*

Gugatan dalam Islam terbagi menurut terpenuhinya syarat dan rukun atau
tidaknya, menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Gugatan yang Sah (i-ér-;-gr-far\’ LS}Z-QUT).

Yaitu gugatan yang telah terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Gugatan ini
wajib diterima oleh hakim, wajib didengarkan dan diteliti, serta diproses melalui
prosedur yang sesuai, hingga pada akhirnya wajib dijatuhkan putusan atasnya.*®

b) Gugatan yang Batal (ﬂif\;ﬁ' 6}}«-&0‘\’).

Yaitu gugatan yang kehilangan salah satu rukunnya, atau bertentangan dengan
syarat-syarat pokok yang tidak dapat diperbaiki atau dilengkapi lagi. Misalnya, gugatan
yang bertentangan dengan akal sehat, atau bertentangan dengan hukum-hukum
syariat, atau tidak memungkinkan untuk diberlakukan tuntutan hukum atasnya.
Gugatan seperti ini wajib ditolak dan tidak boleh didengar atau diproses oleh hakim.
Contohnya: gugatan yang diajukan oleh orang gila, atau gugatan atas harga khamar
(minuman keras) atau narkoba.*’

) Gugatan yang Tidak Lengkap (31 (532300,

Yaitu gugatan yang telah memenuhi semua rukun, namun masih kekurangan
satu atau lebih syarat yang masih memungkinkan untuk dilengkapi atau diperbaiki.
Gugatan seperti ini berstatus mu‘allag (tertunda), sampai pihak penggugat
memperbaikinya dan melengkapi syarat-syaratnya. Hakim tidak akan memproses atau
memeriksanya sebelum semua syarat tersebut terpenuhi. Jika syarat-syaratnya telah

“Muhammad ibn Ahmad ibn Abt Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsi, Al-Mabsat, Juz 31, cet. |
(Beirdt: Dar al-Ma‘rifah, 1425 H), h. 30.

4Muhammad ibn Ahmad ibn AbT Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhs1, Al-Mabsdat, Juz 31, h. 31.

“Muhammad ibn Ahmad ibn AbT Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhs1, Al-Mabsdat, Juz 31, h. 44,

46Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdulldh ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Mdsa, Al-Figh al-Muyassar, h. 101

47Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Masa, Al-Figh al-Muyassar, h. 101
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lengkap, maka gugatan tersebut menjadi sah. Namun jika tidak disempurnakan, maka
gugatan itu akan ditolak.*®

Macam-Macam Gugatan Berdasarkan Objeknya
1. Gugatan Tuduhan (45431 ($3£3).

Yaitu gugatan yang objeknya adalah perkara yang diharamkan atau dilarang, dan
pelakunya dikenai sanksi oleh syariat di dunia, seperti pembunuhan, pencurian, suap,
kezaliman, dan penghinaan. Jenis gugatan ini memiliki prosedur khusus berupa
penyelidikan sebelum pemeriksaan perkara berlangsung. Dalam kasus ini, terdakwa
dapat ditahan atau ditangguhkan sementara hingga proses persidangan dilakukan.
Selain itu, terdakwa juga dapat dikenakan hukuman (tazir) seperti pukulan, penahanan,
atau penangguhan, apabila terbukti sebagai orang yang dicurigai atau biasa melakukan
perbuatan seperti itu.*

de o4 o .
2. Gugatan selain tuduhan (&gl e (53¢3).

Yaitu gugatan yang objeknya merupakan perkara yang mubah (boleh), syar‘i
(sesuai syariat), atau diperbolehkan. Namun terjadi perselisihan terkait tindakan
tersebut, atau akibat serta dampaknya, atau karena salah satu pihak menyalahgunakan
haknya dalam penggunaan, atau melampaui batas yang ditetapkan.

Contohnya seperti gugatan dalam masalah jual beli, kemitraan usaha (syirkah),
pernikahan, dan perceraian. Hasil akhir dari gugatan ini bisa berupa penolakan gugatan
dan dibebaskannya tergugat dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya, atau
diputuskan untuk membayar utang (al-Dayn), menyerahkan barang (al-‘Ayn), atau
memenuhi hak pribadi penggugat seperti hak perwalian (al-wildyah), pengasuhan anak
(al-Hadanah), atau keputusan damai (al-Sulh).>°

Gugatan selain tuduhan terbagi, berdasarkan objek gugatan (yang digugat), ke
dalam beberapa jenis:

a) Gugatan utang (0.3:0‘ 5}23), yaitu gugatan terhadap sesuatu yang melekat dalam

tanggungan (kewajiban) seseorang, seperti gugatan terhadap pembayaran harga
(barang), pinjaman, upah, atau pekerjaan yang telah dilakukan. Termasuk pula
semua jenis utang yang melekat di tanggungan (a/-Dhimmah ) yang dapat diukur
atau ditentukan spesifikasinya, baik utang itu timbul karena akad, kerusakan
(perbuatan melawan hukum), maupun ketetapan syar’i seperti nafkah.>?

b) Gugatan benda (gi\;J\ 65}3), yaitu gugatan atas benda tertentu yang nyata dan bisa
ditangkap oleh salah satu pancaindra, baik benda tersebut dapat dipindahkan

“8Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdulldh ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Masa, Al-Figh al-Muyassar, Juz 13, h. 101.

“9Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdulldh ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Misa, Al-Figh al-Muyassar, h. 101.

*0lbrahim bin ‘All bin Muhammad Ibn Farhiin al-Yam‘ari, Tabsirat al-Hukkam fi Usil al-Aqdiyah
wa Manahij al-Ahkam, cet. | (Kairo: Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1406 H/1986 M), h. 156-161.

51Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Mdsa, Al-Figh al-Muyassar, h. 103.
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seperti mobil, perabotan, dan buku; ataupun benda tidak bergerak seperti kebun,
rumah, dan tanah.”?

c) Gugatan Hak-hak Syariah (E\f;-fj:ﬁ\ L;j—ig‘\ ($353), yaitu gugatan yang objeknya

merupakan hak syar’i murni, bukan berupa benda (‘ain) maupun utang (dayn),
seperti gugatan terkait nasab, pernikahan, talak, hak asuh anak (hadanah) dan hak
syuf’ah (hak mendahulukan pembelian atas tetangga atau sekutu dalam properti).
Manfaat dari pembagian jenis gugatan ini tampak dalam hal-hal berikut:

1) Mengetahui siapa pihak lawan sengketa yang akan ditujukan gugatan dalam perkara
utang, benda, atau hak.

2) Menentukan cara pembuktian yang sesuai untuk masing-masing jenis gugatan.

3) Menentukan hakim atau pengadilan yang berwenang menangani perkara tersebut.>3

Prosedur Pengajuan, Prosedur Pemeriksaan dan Cara Penyelesaian

Gugatan

1. Prosedur Pengajuan Gugatan:

Mengajukan pembuktian di hadapan hakim.>*

Pemeriksaan identifikasi pihak.>®

Memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab.

Menetapkan bukti dan saksi.

2. Prosedur Pemeriksaan Gugatan.

Apabila suatu gugatan diajukan kepada hakim, maka wajib baginya untuk

memeriksanya, menetapkan keputusan terkaitnya, dan menanganinya secara bertahap

dengan mengikuti prosedur tertentu, yaitu:

a. Meneliti gugatan saat diajukan.
Untuk memastikan kebenarannya, serta terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya.
Termasuk juga mengetahui siapa penggugat, tergugat, dan objek gugatan, serta
sejauh mana kompetensi hakim untuk memeriksa gugatan tersebut dan wilayah
penerapannya. Jika ditemukan gugatan itu batal, maka gugatan ditolak. Jika tidak
lengkap, hakim akan meminta pelengkapannya. Namun jika gugatan itu sah, maka
hakim memutuskan untuk melanjutkan prosesnya.>®

b. Apabila hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan.
Maka harus dihadirkan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), atau wakil
mereka, agar proses perkara dapat berjalan di hadapan mereka. Hakim akan
mendengarkan keterangan masing-masing, memeriksa mereka, dan mendengarkan
jawaban masing-masing pihak atas pernyataan dan tuntutan lawannya. Jika

oo oo

52pAbdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Mdsa, Al-Figh al-Muyassar, h. 103.

53Abdullah ibn Muhammad al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Mutlag, dan Muhammad ibn
Ibrahim al-Mdsa, Al-Figh al-Muyassar, h. 104.

54Sari, dkk., "Peranan Hakim dalam Memberikan Nasehat Kepada Penggugat Atas Gugatan yang
Kabur Terhadap Perkara Sengketa Tanah." Journal of Innovation Research and Knowledge, no. 3.3 (2023):
565-578.

55Arif, dkk., "Cara Mengajukan Perkara Ke Pengadilan." ‘Aainul Hagq: Jurnal Hukum Keluarga
Islam, no. 4.1 (2024). h. 49.

56Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsi, Al-Mabsiit, h. 80.
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e.

tergugat tidak berada di wilayah itu (di luar daerah), atau menolak hadir, maka
menurut mayoritas ulama, hakim tetap dapat memeriksa gugatan dan menjatuhkan
putusan terhadapnya. Namun menurut mazhab Hanafiyah, kehadiran pihak
tergugat yang tidak hadir wajib hukumnya.>’

Pembuktian.

Jika hakim telah mendengarkan pernyataan para pihak dan membedakan antara
penggugat dan tergugat, maka ada dua kemungkinan: apabila tergugat mengakui
kebenaran gugatan, maka hakim memerintahkannya untuk melunasi kewajibannya,
melaksanakan apa yang diakuinya, dan menyerahkan hak tersebut kepada
penggugat. Namun jika tergugat mengingkari, maka hakim akan meminta
penggugat untuk mengajukan bukti-bukti dan keterangan yang dapat membuktikan
haknya. Apabila penggugat dapat menyampaikan bukti dan hakim yakin atas
keabsahannya, maka hak tersebut ditetapkan atas tergugat. Namun jika penggugat
tidak mampu menunjukkan bukti, maka hakim berdasarkan permintaan penggugat
meminta tergugat untuk bersumpah. Jika salah satu pihak meminta penundaan
untuk menghadirkan bukti atau meninjau kembali perhitungannya, maka diberikan
tenggang waktu yang cukup.’®

Putusan.

Setelah tahap pembuktian selesai baik dari pihak penggugat maupun tergugat,
secara positif maupun negatif hakim mengeluarkan putusan, baik berupa
mengabulkan tuntutan penggugat atas objek vyang disengketakan, atau
membebaskan tergugat dari tuntutan, atau menyatakan gugatan tidak dapat
diterima dan membiarkan objek sengketa tetap berada di tangan tergugat. Keadaan

terakhir ini disebut sebagai putusan pelepasan (§}§J\ ’;L:‘z/;).”

Eksekusi.

Setelah hakim mengeluarkan putusan, maka pihak yang diputuskan bersalah wajib
melaksanakan isi putusan tersebut. Jika isi putusan berupa hukuman pidana, maka
pelaksanaan diserahkan kepada aparat yang berwenang. Namun jika putusan
bersifat perdata, maka pihak yang kalah diwajibkan melaksanakan secara sukarela,
dan jika menolak, maka akan dipaksa dengan prosedur khusus melalui lembaga
eksekusi.®®

3. Cara Penyelesaian Gugatan.

Penyelesaian Perkara No. 1/Pdt.G.5/2016/PN.Mnd yang memakan waktu 30 (tiga
puluh) hari. Salah satu kekhususan yang terdapat dalam penyelesaian gugatan
perdata melalui mekanisme gugatan sederhana adalah proses penyelesaian perkara
yang dilakukan “penyederhanaan” sehingga penyelesaiannya terbilang cukup
singkat di mana hanya memakan waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja.®!

5’Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsi, Al-Mabsiit, h. 80.
58Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsi, Al-Mabsiit, h. 80.
5*Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsi, Al-Mabsiit, h. 80
OMuhammad ibn Ahmad ibn AbT Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsi, Al-Mabsat, h. 80
61Netanyahu, Efraim Kristya. "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana

Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana." Lex Privatum,
no. 5.7 (2017). h. 71
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b. Digunakannya PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam upaya mediasi Perkara No.
1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd. Penyelesaian perkara dengan jalur perdamaian
senantiasa akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik
keuntungan dari segi waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan apabila
melalui proses persidangan di pengadilan.5?

Status Gugatan dalam Hukum Positif di Indonesia

Status gugatan dalam hukum positif di indonesia sangat ditentukan dari
tercapainya syarat-syarat formal dan keadaan hukum yang terjadi selama persidangan.
Walaupun penggugat meninggal dunia, proses gugatan dapat dilanjutkan selama
penggugat yang telah meninggal memiliki pengganti dari ahli waris sesuai dengan
prosedur hukum yang ditetapkan.

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke
Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syari’ah, yang memuat tuntutan hak yang di
dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan
perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.® Adapun dasar ketentuan hukum
tercantum pada Undang-Undang dasar 1945 pasal 4 ayat (1). “Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”.®*

Implikasi Hukum Islam terhadap Ahli Waris

Adapun implikasi hukum Islam terhadap ahli waris sebagai berikut:

1. Kematian Pewaris.

Harus dipastikan bahwa pewaris telah meninggal dunia, baik secara nyata, dan

hukum, yaitu dengan memperlakukannya seperti orang yang telah wafat. Kematian

Ba . . . .
secara nyata (42«>) adalah hilangnya nyawa secara aktual, baik dengan menyaksikan

langsung jasadnya, mendengarnya dari kabar yang dapat dipercaya, maupun melalui
bukti-bukti (seperti kesaksian atau visum). Contoh; ketika hakim menetapkan seseorang

telah wafat, seperti dalam kasus orang hilang (3};3-2-2-5‘\,) yang diputuskan wafat oleh

hakim. Kematian secara hukum (Liié—) adalah kematian berdasarkan putusan hakim,

baik saat masih ada kemungkinan orang itu hidup, maupun dalam kondisi pasti mati.
Contoh; ketika hakim memutuskan bahwa seorang murtad yang melarikan diri ke negeri

musuh (s;»jﬂ-\ 13) dihukumi seperti orang mati. Dalam kedua kasus hukum tersebut,

pembagian warisan dilakukan mulai dari saat keluarnya putusan kematian oleh hakim.®
2. Tidak Berlakunya Alih Waris atas Hak Pribadi.

62Netanyahu, Efraim Kristya. "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana
Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. h. 71.

53Yulia, Hukum Acara Perdata (t.t.p.: Unimal Press, 2018), h. 19.

64Safa’at, Rheina Aini, Graciella Azzura Putri Ananda, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah
Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Jurnal Kewarganegaraan, 2024),
h. 305.

85Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-IslamT wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 7708.
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Jika manfaat tersebut berasal dari akad ijarah (sewa) atau wasiat, maka mayoritas
ulama dari mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwa manfaat dapat
diwariskan, karena disamakan hukumnya dengan benda (‘ain). Sebab, akad sewa tidak
batal karena wafatnya salah satu pihak akad, sebagaimana jual beli yang bersifat
mengikat. Maka, benda yang disewa tetap berada di tangan penyewa atau ahli warisnya
hingga jangka waktu sewa berakhir atau batal karena sebab lain. Demikian pula, wasiat
atas manfaat tidak batal dengan wafatnya orang yang menerima wasiat (al-Mdsa laha),
karena wasiat itu adalah bentuk pemilikan, sehingga hak tersebut berpindah ke ahli
waris dari orang yang menerima wasiat untuk sisa jangka waktu yang ada.®®
3. Penyelesaian Utang dan Wasiat Sebelum Pembagian Waris.

Sebelum proses pembagian harta warisan kepada ahli waris dilakukan, Islam
menegaskan pentingnya menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban pembayaran utang
dan pelaksanaan wasiat yang dibuat oleh pewaris. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan
terhadap prinsip keadilan serta tanggung jawab moral dan hukum terhadap hak-hak
pihak lain yang berkaitan dengan harta peninggalan.

Implikasi Hukum Positif terhadap Ahli Waris

Adapun Implikasi hukum positif terhadap ahli waris sebagai berikut:

1. Penguatan Prinsip Kepastian dan Kelengkapan Hukum dalam Proses Perdata.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata Indonesia memberikan
mekanisme yang jelas untuk menjamin bahwa meninggalnya penggugat tidak
menyebabkan gugatan gugur, selama penggugat memiliki ahli waris atau pihak yang sah
untuk menggantikannya. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi
ketidakadilan terhadap hak-hak yang disengketakan®’

2. Keterbatasan Tanggung Jawab Ahli Waris.

Mengacu pada Pasal 1100 KUHPerdata, ahli waris hanya berkewajiban
menanggung utang peninggalan pewaris sejauh nilai warisan yang mereka terima. Dalam
perspektif KUHPerdata bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah harta
warisan kotor yaitu beban-beban yang harus dipikul ahli waris.®®
3. Penegasan Posisi Hakim dalam Mengatur Substitusi Pihak.

mengimplikasikan bahwa hakim harus aktif dalam memastikan siapa yang
memiliki legitimasi hukum untuk menggantikan pihak yang meninggal. Ketidaktegasan
hakim dalam menentukan pengganti dapat menyebabkan cacat formil dalam
pemeriksaan perkara dan berujung pada putusan yang batal demi hukum karena
kekurangan pihak.®®
Tinjauan Umum Tentang Status Penggugat yang Telah Tiada

Merujuk pada keberlakuan atau kelanjutan suatu gugatan (baik gugatan perdata
maupun perkara waris atau muamalah lainnya) setelah diajukan ke pengadilan,
khususnya ketika terjadi perubahan keadaan pihak yang mengajukan gugatan, yakni

56Muhammad ibn Abt al-‘Abbas Ahmad ibn Hamzah Shihab al-Din al-Ramli, Nihdyat al-Muhtdj ila
Sharh al-Minhaj, (Beirit: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 314.

67R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Bina Cipta, 2005), h. 80.

58Hamdani, dkk.,"Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut
Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jurnal llmiah Mahasiswa Bidang Hukum
Keperdataan no. 3.2 (2019): 290-300.

89Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 96.
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meninggal dunia. Status ini bisa berupa tetap dilanjutkan, gugur, atau beralih kepada

pihak lain. Adapun syarat penggugat wafat dilanjutkan menurut hukum Islam:

a) Kematian pewaris penggugat terbukti.

b) Objek gugatan masih ada(tanah, utang) pada saat penggugat wafat.

c) Ahli waris sah menggantikan, dengan bukti waris yang jelas.

d) Tergugat hadir agar ada pihak yang dapat membantah/menyangkal.

e) Pembuktian ahli waris; kematian pewaris, keabsahan pewaris, dan tidak adanya ahli
waris lain (atau penyerahan bagiannya diwakilkan jika ada).”®

Syarat penggugat wafat dilanjutkan menurut hukum positif:

a) Harus ada ahli waris yang sah.”*

b) Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada
saat pewaris meninggal dunia.”

c) Harus ditangguhkan sampai ada pengganti.”’

Hukum acara perdata di Indonesia, wafatnya salah satu pihak yang berperkara,
baik penggugat maupun tergugat, tidak secara otomatis menggugurkan gugatan.
Namun, kondisi ini menimbulkan implikasi hukum tertentu yang perlu diperhatikan agar
proses peradilan tetap berlangsung secara sah dan adil.

1. Gugatan Tidak Gugur, Tetapi Ditangguhkan

Jika seseorang yang sedang berperkara meninggal dunia, maka pemeriksaan
perkara harus ditunda untuk sementara waktu (schorsing) sampai diketahui siapa yang
berhak menggantikannya sebagai pihak dalam perkara tersebut. Hal ini dimaksudkan
untuk menjamin asas peradilan yang adil dan perlindungan hukum terhadap semua
pihak.”*

2. Ahli Waris Berhak Mengganti Pihak yang Meninggal

Menurut ketentuan Pasal 83 HIR dan Pasal 180 RBg, ahli waris dari pihak yang
meninggal dapat menggantikan kedudukan hukum orang tersebut dalam perkara, baik
sebagai penggugat maupun tergugat.”> Pengganti ini disebut sebagai substitusi pihak
dalam perkara perdata.

3. Prosedur Penggantian Pihak

Pengadilan memberi kesempatan kepada pihak lawan atau ahli waris sendiri

untuk mengajukan permohonan penggantian pihak. Jika dalam waktu yang wajar tidak

Muhammad ibn Ahmad ibn AbT Sahl Syams al-A’immah al-Sarakhsi, Al-Mabsit, Juz 13, cet. |
(Beirdt: Dar al-Ma‘rifah, 1425 H), h. 30-53.

"Diana Zuhroh, “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan
Agama”, Al-Ahkam (2017), h. 53.

72Maripigi, Febrianti. "Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat
Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Lex Privatum no. 9.2 (2021). h.
119

3Agung Widya Yudihistira, Febrian, dan Anna Sagita, “Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud)
Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam”, Repertorium: Jurnal lImiah Hukum
Kenotariatan, no. 10, (2021), h. 133.

74R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Bina Cipta, 2005), h. 80.

>M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 344—-346.
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ada pengganti yang sah, maka pengadilan dapat menyatakan bahwa pihak dalam perkara
tidak lengkap, dan akibatnya perkara tidak dapat dilanjutkan.”®
4. Contoh Yurisprudensi

Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1005 K/Sip/1974 menegaskan bahwa:

“Apabila salah satu pihak dalam perkara gugatan meninggal dunia, maka sebelum

pemeriksaan dilanjutkan, harus ditentukan terlebih dahulu siapa ahli warisnya,

agar perkara dapat diteruskan”.”’

Putusan ini menjadi salah satu landasan yurisprudensi penting bahwa gugatan
tetap bisa dilanjutkan setelah terjadi penggantian pihak oleh ahli waris. Hal ini memberi
jaminan hukum bahwa hak kebendaan tetap bisa dipertahankan meskipun terjadi
perubahan subjek hukum karena kematian.

Kematian penggugat menimbulkan persoalan penting dalam sistem hukum, baik
dalam kerangka hukum islam maupun hukum positif. Untuk menjamin kepastian hukum
dan keberlanjutan proses peradilan, diperlukan kajian yang mendalam. Tabel ini dibuat
guna menyajikan perbandingan pandangan hukum secara terstruktur serta menyusun
sintesis yang komprehensif demi penerapan hukum yang tepat dan berkeadilan.

Tabel 1. Analisis Komparatif dan Sintesis Status Gugatan bagi Penggugat yang Telah Tiada

No. | Aspek Hukum Islam Hukum Positif

1. Landasan Prinsip fikih: al-huqidqg al- | Pasal 833 dan 1100
Hukum maliyah turath (hak-hak KUHPerdata serta preseden

kebendaan berpindah dari Mahkamah Agung.
kepada ahli waris).

2. Keberlanjutan Gugatan tetap dapat Gugatan tidak gugur, namun
Gugatan dilanjutkan selama wajib dilakukan penggantian

menyangkut hak bersifat | pihak secara prosedural.
materil.

3. Mekanisme Dialihkan otomatis Wajib mengajukan
Pengalihan berdasarkan sifat hak permohonan ke pengadilan
Kedudukan waris (tanpa permohonan | untuk mengubah atau

pengadilan). mengganti pihak dalam
perkara.

4. Hak yang Dapat | Segala bentuk hak yang Seluruh hak perdata yang

Dialihkan bersifat kebendaan melekat pada pewaris,
seperti sengketa tanah termasuk utang-piutang atau
atau piutang. hak milik.

76sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 95-97.
77Putusan Mahkamah Agung Rl No. 1005 K/Sip/1974 https://putusan.mahkamahagung.go.id/
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5. Hak yang Tidak | Hak-hak bersifat personal | Perkara pidana karena terkait

Bisa Dialihkan seperti perceraian, langsung dengan pelaku dan
sumpah, atau gisas tidak dapat diwariskan.
murni.

6. | Tanggung Jawab | Ahli waris memikul penuh | Ahli waris hanya bertanggung

Ahli Waris hak dan kewajiban jawab sesuai porsi harta yang
kebendaan pewaris yang | diterima (penerimaan
diwariskan. terbatas/beneficiair).

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sama-sama menegaskan bahwa hak
kebendaan tetap dapat diwariskan meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Dalam
perspektif Islam, hak tersebut berpindah secara otomatis kepada ahli waris tanpa
memerlukan proses hukum khusus. Sebaliknya, dalam sistem hukum positif, diperlukan
langkah formal berupa permohonan ke pengadilan untuk mengganti posisi pihak dalam
perkara. Keduanya membedakan antara hak yang bersifat kebendaan yang dapat
dialihkan dan hak personal yang tidak bisa diwariskan. Terkait tanggung jawab, Islam
memberikan beban penuh kepada ahli waris atas hak dan kewajiban pewaris, sedangkan
hukum positif membatasi tanggung jawab tersebut hanya sebatas nilai warisan yang
diterima. Meskipun mekanismenya berbeda, kedua sistem tetap memberikan jaminan
terhadap kelanjutan hak-hak kebendaan melalui pewarisan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam perspektif hukum Islam dan hukum
positif Indonesia, dalam Hukum Islam, gugatan terkait hak kebendaan tetap dapat

diteruskan oleh ahli waris meskipun penggugat telah wafat, berdasarkan kaidah 3@‘\’

2 2 2

P

&g AJL«JT (hak kebendaan dapat diwariskan). Namun, hak yang bersifat pribadi seperti

talak, sumpah, dan gisas tidak diwariskan. Dalam Hukum Perdata Indonesia, Pasal 833
KUH Perdata menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris,
dan gugatan tetap dilanjutkan melalui prosedur penggantian pihak. Berdasarkan Pasal
1100 KUH Perdata, tanggung jawab ahli waris dibatasi pada nilai warisan yang diterima,
khususnya jika warisan diterima secara beneficiair. Dengan demikian, kedua sistem
hukum mengakui keberlanjutan gugatan oleh ahli waris selama menyangkut hak
kebendaan, dengan tanggung jawab yang sesuai. Sebagai implikasi, penelitian ini
diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan hukum
positif dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak waris, serta memastikan
penyelesaian sengketa tetap berlanjut secara adil meskipun salah satu pihak wafat.
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